BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program food estate di lima provinsi di Indonesia berjalan
secara tidak adil karena melanggar hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat
yang terdampak. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah
penggusuran lahan masyarakat lokal dan masyarakat adat secara paksa tanpa
pemberian kompensasi yang adil kepada mereka. Dalam pelaksanaan di lapangan,
pemerintah memang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat, tetapi
hanya sebatas pada tahap implementasi, bukan pada tahap perencanaan dan
pengambilan keputusan. Padahal, masyarakat lokal dan masyarakat adat memiliki
pengetahuan yang mendalam tentang kondisi lahan, iklim, dan kontur geografis
wilayah mereka. Namun demikian, dalam praktiknya, suara dan aspirasi mereka

diabaikan dalam pelaksanaan program food estate.

Bertolak dari analisis yang dilakukan untuk menilai ketidakadilan program
food estate di Indonesia melalui teori keadilan John Rawls, ditemukan berbagai
pelanggaran dalam pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran-pelanggaran
tersebut menunjukkan bahwa program food estate belum dapat dikategorikan
sebagai sebuah program yang adil. Pemerintah memang menilai bahwa program
tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam
praktiknya, program tersebut justru dijalankan secara tidak adil karena melanggar

prinsip utama dan konsep keadilan prosedural yang dirumuskan oleh Rawils.

Pelanggaran terhadap prinsip utama tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut. Pertama, terjadi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan yang setara.
Program food estate yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
justru secara implisit melanggar hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak melibatkan masyarakat adat dalam

proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib tanah dan kehidupan
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mereka. Selain itu, program ini juga melanggar hak kepemilikan properti pribadi
karena pemerintah melakukan perampasan terhadap tanah yang telah bersertifikat
sah. Lebih lanjut, keterlibatan militer dalam pelaksanaan program food estate
memperparah kondisi tersebut. Aparat militer digunakan untuk mengintimidasi,
menekan, dan menggusur secara paksa masyarakat yang menolak menyerahkan
lahannya. Keterlibatan militer ini menyebabkan masyarakat kehilangan kebebasan
untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan hak-haknya. Dengan kata
lain, militer menjadi instrumen yang membatasi kebebasan sipil masyarakat.
Akibatnya, masyarakat tidak lagi bebas sebagai warga negara, terutama dalam

mempertahankan hak atas kepemilikan lahan yang sah.

Kedua, terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan kesempatan.
Dalam pelaksanaannya, program food estate menciptakan berbagai ketimpangan
yang melanggar hak-hak dasar masyarakat lokal dan masyarakat adat. Salah satu
bentuk ketimpangan tersebut adalah ketimpangan akses terhadap lahan yang
dijadikan kawasan pengembangan food estate. Lahan yang sebelumnya
merupakan milik pribadi maupun kolektif masyarakat diambil secara paksa oleh
pemerintah. Pengambil-alihan lahan tersebut menyebabkan masyarakat lokal
kehilangan sumber penghidupan utama, yang selama ini bergantung pada hutan
dan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, masyarakat harus berjuang untuk mencari
sumber penghidupan lain. Di lain sisi, para investor, termasuk investor asing,
justru memperoleh akses yang luas terhadap kawasan food estate. Kondisi ini
menunjukkan adanya distribusi kesempatan yang tidak seimbang antara
masyarakat lokal dan pihak eksternal. Selain itu, pemerintah tidak melibatkan
masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam proses perencanaan maupun
pengambilan keputusan strategis. Masyarakat tidak diberi ruang untuk
menentukan komoditas, musim tanam yang sesuai, maupun isi kontrak kerja sama
dengan para investor. Ketidakterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa

masyarakat mengalami ketimpangan informasi yang signifikan. Ketimpangan ini
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semakin memperkuat posisi lemah masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam

struktur pengelolaan program food estate.

Ketiga, terjadi pelanggaran terhadap prinsip perbedaan. Prinsip ini
merupakan inti dari konsep keadilan distributif. la mengizinkan adanya
ketimpangan hanya jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi
kelompok yang paling tidak beruntung. Namun, dalam konteks pelaksanaan
program food estate, prinsip tersebut belum terpenuhi. Pelanggaran terhadap
prinsip ini terlihat dari ketimpangan dalam pembagian keuntungan, di mana para
investor sebagai pemilik modal memperoleh keuntungan yang paling besar dari
program tersebut. Sebaliknya, masyarakat lokal dan masyarakat adat justru
mengalami kerugian yang signifikan karena kehilangan tanah, sumber

penghidupan, dan akses terhadap hutan leluhur.

Selain itu, pihak yang terdampak langsung tidak menerima kompensasi
yang adil atas kerugian yang mereka alami. Bahkan, kelompok yang paling
dirugikan ini justru menanggung berbagai dampak negatif dari program tersebut.
Dampak tersebut meliputi penggusuran paksa, pembatasan akses terhadap hutan,

kerusakan ekologi, hingga hilangnya sumber pangan tradisional.

Selain melanggar prinsip-prinsip keadilan, program food estate juga
melanggar konsep keadilan prosedural yang dirumuskan oleh Rawls. Berdasarkan
konsep tersebut, pelaksanaan program food estate dapat dinilai gagal karena
proses perencanaan dan pengambilan keputusannya berlangsung secara tertutup,
tidak transparan, dan cenderung menggunakan pendekatan top-down yang bersifat
otoriter. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang terdampak tidak
dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu,
pelaksanaan program ini juga menunjukkan adanya pelanggaran prosedural
lainnya, seperti pemerintah telah melakukan kegiatan pembukaan lahan selama
berbulan-bulan tanpa didahului oleh dasar hukum yang jelas. Landasan hukum
untuk kegiatan tersebut justru diterbitkan beberapa bulan setelah pelaksanaan

dimulai. Praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian antara prosedur hukum dan
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implementasi kebijakan di lapangan. Di samping itu, ketiadaan rencana induk
(master plan) menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan program food estate.
Ketiadaan dokumen perencanaan yang komprehensif menyebabkan arah
pembangunan menjadi tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan. Kondisi ini
merugikan masyarakat karena mereka tidak memperoleh informasi yang memadai
mengenai poin-poin penting dalam perencanaan dan pengembangan program

tersebut.
5.2 Usul-Saran

5.2.1 Kepada Pemerintah

Pemerintah, sebagai pihak yang memegang mandat konstitusional untuk
mengelola sumber daya alam demi menyejahterakan rakyat, harus melakukan
evaluasi menyeluruh dan koreksi terhadap program food estate. Pertama,
pemerintah wajib menghentikan pembukaan lahan baru untuk pengembangan
kawasan food estate di semua lokasi, terutama di kawasan hutan lindung, hutan
gambut, dan tanah ulayat masyarakat adat. Selain itu, pemerintah perlu melakukan
audit independen dengan melibatkan organisasi lingkungan, akademisi, dan
perwakilan masyarakat terdampak untuk menilai kelayakan sosial, ekologis, dan

ekonomi program tersebut.

Kedua, pemerintah harus menerapkan pendekatan Free, Prior, and
Informed Consent (FPIC) secara konsisten dalam setiap kebijakan yang berdampak
pada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program food estate hanya dapat
dimulai atau dilanjutkan berdasarkan persetujuan bebas, yang didahului dengan
penyediaan informasi secara utuh kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat

tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Ketiga, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang adil kepada
masyarakat yang terdampak program food estate. Kompensasi tersebut tidak hanya

mencakup ganti rugi ekonomi dan material atas kerusakan lahan, tetapi juga
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mencakup pemulihan kondisi sosial dan kesehatan mental masyarakat yang

terdampak.

Keempat, pemerintah harus menghentikan keterlibatan militer dalam ranah
sipil serta menarik seluruh personel militer dari pelaksanaan program food estate.
Peran militer perlu dikembalikan pada fungsi konstitusionalnya sebagai alat
pertahanan negara, bukan sebagai instrumen untuk menekan masyarakat atau

mengelola kegiatan agribisnis.

Kelima, pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan food estate
dari pola top-down yang berskala besar menjadi pendekatan yang berbasis kearifan
lokal dan pemberdayaan petani kecil. Pendekatan ini akan mendorong partisipasi
masyarakat secara aktif serta menciptakan sistem pertanian yang lebih adil dan

berkelanjutan.

5.2.2 Kepada Para Investor

Para investor yang terlibat dalam program food estate, baik perusahaan
swasta, perusahaan internasional, maupun BUMN, memikul tanggung jawab moral
dan etis yang tidak dapat diabaikan. Pertama, mereka harus menghentikan ekspansi
atau pembukaan lahan baru dalam kawasan pengembangan food estate. Selain itu,
mereka juga perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap dampak
sosial dan ekologis dari kegiatan yang mereka jalankan. Proses evaluasi tersebut
harus melibatkan masyarakat terdampak serta lembaga independen, seperti Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan organisasi lainnya, agar penilaian yang

dihasilkan bersifat objektif dan akuntabel.

Kedua, para investor tidak hanya berkewajiban mematuhi perizinan formal
yang berlaku, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional
mereka tidak menimbulkan penggusuran, pelanggaran hak atas tanah, maupun

kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat lokal. Dengan demikian,
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kepatuhan hukum harus diiringi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan

yang nyata.

Ketiga, dalam membangun kemitraan dengan para petani, para investor
wajib menyusun perjanjian kerja sama secara transparan dan adil. Para investor
harus melakukan proses negosiasi secara terbuka dengan perwakilan petani agar
tercipta kesepakatan yang setara. Melalui mekanisme tersebut, hubungan kemitraan

tidak bersifat eksploitatif, melainkan saling menguntungkan dan berkeadilan.
5.2.3 Kepada Masyarakat yang Mengalami Ketidakadilan

Masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai pihak yang paling terdampak
sekaligus pemilik sah atas tanah dan kawasan hutan yang menjadi lokasi
pelaksanaan program food estate berada dalam posisi yang sangat tidak
menguntungkan. Oleh karena itu, mereka perlu melakukan beberapa hal sebagai
berikut. Pertama, mereka perlu membangun dan memperkuat organisasi lokal,
seperti lembaga adat, kelompok tani, atau aliansi masyarakat sipil. Dengan
kekuatan bersama tersebut, posisi tawar mereka akan lebih kuat dalam menghadapi
pemerintah maupun investor. Solidaritas yang dibangun di tengah masyarakat
memainkan peran penting untuk memastikan bahwa perjuangan dilakukan secara
bersama dan tidak terpecah. Kedua, masyarakat lokal dan masyarakat adat dapat
memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum, seperti mengajukan
gugatan, melaporkan pelanggaran ke lembaga berwenang, atau bekerja sama
dengan lembaga bantuan hukum. Selain itu, advokasi kebijakan juga perlu
dilakukan agar pemerintah memperbaiki regulasi dan pelaksanaan program agar

lebih adil dan berpihak pada masyarakat lokal.
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